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ABSTRACT

The Government Regulation No. 71 of 2010 and the Regulation of the Minister of
Home Affairs Number 64 of 2013 requires local governments to use accrual account-
ing basis at Local Government Accounting System (SAPD). The implementation of
accrual based accounting system in the Indonesian Government has its own problems
in terms of human resources who do not have sufficient understanding of the ac-
counting system to apply accrual accounting background due to inadequate educa-
tion. Indonesian government practically only rely on experience working the financial
staff to apply accrual based SAPD. This study aims to determine how much influence
the quality of regional financial staff in terms of understanding of accounting, educa-
tion level, and length of service of the application of accrual-based SAPD. The popula-
tion in this research is the Local Government Unit (SKPD) in Ngawi and Pacitan. The
data used in this study are primary data obtained through questionnaires and ana-
lyzed with multiple linear regression between the dependent and independent varia-
bles. These results indicate that the regional finance staff understanding of account-
ing affect the application of the SAPD, while the level of education and length of ser-
vice does not affect the application of the SAPD.

Keywords: Understanding of accounting, education level, length of service, the appli-

cation SAPD

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menuntut pemerintah daerah menggunakan
basis akuntansi akrual pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Penera-
pan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia memiliki permasa-
lahan tersendiri dari sisi sumber daya manusia yang belum memiliki pemahaman
akuntansi yang memadai untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual
dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Praktis pemerintahan
Indonesia hanya mengandalkan pengalaman bekerja para staf keuangan untuk men-
erapkan SAPD berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa
jauh pengaruh kualitas staf keuangan daerah yang ditinjau dari pemahaman
akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan SAPD ber-
basis akrual. Populasi dalam penelitian adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner
kemudian dianalisis dengan uji regresi linier berganda antara variabel independen
dengan variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman
akuntansi staf keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan SAPD, sedangkan
tingkat pendidikan dan lama masa kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan
SAPD.

Kata Kunci: Pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, lama masa kerja, penerapan

SAPD

PENDAHULUAN
Otonomi daerah mulai diberlakukan di In-

mengoptimalkan potensi daerah.
Otonomi daerah dalam bidang

donesia pada tahun 2001 atas dasar Un-
dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
direvisi dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Pemberlakuan otonomi daerah menuntut
peran aktif daerah dalam mengelola dan

ekonomi memiliki dasar Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi
dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
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Tentang Keuangan Negara. Pemberlakuan
otonomi daerah diharapkan dapat mening-
katkan akuntabilitas, transparansi, efektivi-
tas, efisiensi, kredibilitas dan kinerja sektor
publik di Indonesia.

Kinerja pemerintahan dan keterli-
batan pihak swasta sebagai investor sangat
berpengaruh pada pembangunan daerah
sehingga diperlukan adanya suatu tata kel-
ola yang baik (good governance). Usaha un-
tuk mencapai hal tersebut adalah dengan
memperbaiki sistem pada bidang akuntansi
maupun administrasi secara menyeluruh di
negara  maupun  daerah. Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
menjadi tonggak good governance pada
bidang akuntansi di sektor pemerintahan.
PP Nomor 71 menjadi dasar pemerintah
menetapkan Standar Akuntansi Pemerinta-
han (SAP) dengan basis akrual. Penggunaan
SAP berbasis akrual di pemerintah daerah
diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Penerapan akuntansi berbasis akrual di
pemerintahan Indonesia memiliki beberapa
tantangan untuk dihadapi antara lain sis-
tem akuntansi, teknologi informasi, dan
sumber daya manusia yang berkompeten
dalam pemerintahan di Indonesia.

Sistem akuntansi pada tingkat pusat
di Indonesia diatur dalam Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
Mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan
pada tingkat daerah diatur dalam PP No-
mor 58 Tahun 2005 Mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah didukung dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Ten-
tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae-
rah pada pasal 232 yang mengatur Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah mengharus-
kan pemerintah mengacu pada SAP ber-
basis akrual dalam membuat sistem
akuntansi pemerintah. Penerapan basis
Akrual dalam akuntansi pemerintahan dae-
rah menuntut adanya integrasi informasi
yang cepat mengenai kondisi keuangan en-
titas pemerintah. Penerapan Teknologi In-
formasi akan mendukung penerapan

akuntansi berbasis akrual di Indonesia
terutama dalam pengembangan sistem
akuntansi.

Sumber daya manusia yang menjalan-
kan serangkain proses dan standar dalam
akuntansi merupakan suatu hal yang tidak
dapat dilepaskan dari sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan. Sedikitnya sumber
daya manusia yang berkompeten dalam
bidang akuntansi, sumber daya manusia
yang relatif sudah tua, tingkat pendidikan
yang beragam, kurangnya pelatihan ten-
tang akuntansi bagi para staf, dan tidak
adanya latar belakang akuntansi para staf
menjadi salah satu permasalahan akuntan-
si di pemerintahan Indonesia.

Sektor pemerintahan Indonesia men-
galami kekurangan tenaga akuntan yang
jumlahnya berkisar 25.000 orang. Tenaga
akuntan yang ada di pemerintahan cender-
ung bersifat terpusat dan tidak tersebar
merata di daerah. Kabupaten Ngawi con-
tohnya hanya memiliki dua akuntan pa-
dahal di daerah tersebut memiliki 54 Satu-
an Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Kabu-
paten Pacitan memiliki kondisi lebih parah
yang hanya memiliki satu akuntan dengan
53 SKPD. Dengan kondisi tersebut, praktis
pemerintah Indonesia hanya mengandalkan
pengalaman bekerja yang didapatkan dari
lama masa kerja para staf keuangan untuk
memenuhi kebutuhan pegawai di bidang
keuangan. Kekurangan tenaga akuntan ten-
tu saja akan menghambat Kkinerja
pemerintahan terutama dalam mendapat-
kan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
yang diinginkan.

Menurut laporan pemeriksaan BPK
pada semester I tahun 2013, terdapat 113
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang diberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atau hanya 27% dan
pada semester II tahun 2013 hanya ter-
dapat 7 LKPD yang diberikan opini WTP
dari 108 LKPD. Di Provinsi Jawa Timur ter-
dapat 16 kabupaten/kota yang mem-
peroleh opini WTP dari BPK pada tahun
2013 termasuk Kabupaten Ngawi dan Ka-
bupaten Pacitan yang pada tahun sebe-
lumnya memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui pengaruh dari pemahaman akuntansi,
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tingkat pendidikan, dan lama masa kerja
staf keuangan daerah pada Kabupaten
Ngawi dan Kabupaten Pacitan terhadap
penerapan SAPD.

TINJAUAN PUSTAKA
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Ta-
hun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 mengatur tentang sistem akuntansi
pemerintah. Dalam PP Nomor 71 pasal 4
ayat 1 tertulis bahwa pemerintah harus
menerapkan sistem akuntansi pemerintah
yang berbasis akrual. Pemerintah yang di-
maksud dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 71 di dalam pasal 1 ayat 1 adalah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat 8 dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menya-
takan bahwa sistem akuntansi pemerintah
berbasis akrual adalah sistem akuntansi
pemerintah yang mengakui pendapatan,
beban, asset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pem-
biayaan dalam pelaporan pelaksanaan ang-
garan berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBN/APBD. Dalam pasal 4 ayat 2
dan ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 juga
disebutkan bahwa sistem akuntansi
pemerintah yang berbasis akrual dinya-
takan dalam bentuk Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengka-
pi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah. PSAP adalah sistem akuntansi
pemerintah yang diberi judul, nomor, dan
tanggal berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
71 tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem
akuntansi pemerintah berbasis akrual
disusun dan dikembangkan oleh Komite
Standar Akuntansi Pemerintah dengan da-
sar Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah.

DAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 mengatur tentang penerapan
standar akuntansi pemerintah yang ber-
basis akrual pada pemerintahan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
sistem akuntansi pemerintah khususnya
untuk pemerintah daerah. Dalam Pasal 1
Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No-
mor 64 Tahun 2013 ini dijelaskan bahwa
yang dimaksud pemerintah daerah adalah
pemerintah provinsi dan pemerintah kabu-
paten/kota. Peraturan Menteri Dalam
Negeri ini merupakan pedoman bagi
pemerintah dalam menerapakan sistem
akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 64
Tahun 2013 dijelaskan bahwa Permendagri

ini  melingkupi kebijakan akuntansi
pemerintah daerah, Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan

Akun Standar (BAS).

Dalam Pasal 4 dan 5 Permendagri No-
mor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa ke-
bijakan akuntansi pemerintah daerah berla-
ku pada entitas akuntansi dan entitas
pelaporan pemerintah daerah kemudian
diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala
daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
mendefinisinikan SAPD sebagai rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak ana-
lisis transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan dilingkungan organisasi
pemerintahan. Dalam Pasal 5 Permendagri
Nomor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa
SAPD memuat pilihan atas prosedur dan
teknik akuntansi dalam melakukan identifi-
kasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan
neraca saldo, dan penyajian laporan keu-
angan.

Halim dan Kusufi (2012) mengatakan
bahwa SAPD secara garis besar tediri atas
empat prosedur akuntansi, yaitu: Prosedur
akuntansi penerimaan Kkas, Prosedur
akuntansi pengeluaran kas, Prosedur
akuntansi selain kas, Prosedur akuntansi
asset.

Akuntansi Berbasis Akrual
Sistem akuntansi akrual menurut Halim
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dan Kusufi (2012) adalah sistem pencata-
tan akuntansi yang mencatat pendapatan
saat diperoleh dan mencatat beban saat
terjadi tanpa melihat apakah kas telah
diterima atau telah dibayarkan. Permendag-
ri Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan
basis akrual sebagai basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristi-
wa lainnya pada saat transaksi dan peristi-
wa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis akuntansi akrual ini
mengakibatkan harus diterapkannya sistem
pencatatan berganda (double entry sys-
tems). Sistem pencatatan berganda adalah
pencatatan yang melibatkan minimal dua
akun dalam setiap pencatatan transaksi
atau peristiwa yang mempengaruhi kondisi
keuangan entitas.

Tingkat Pendidikan

Hasibuan (2008) mendefinisikan pendidi-
kan sebagai keahlian teoritis, konseptual,
dan moral karyawan. Saputra (2002)
menyatakan bahwa semakin tinggi pendidi-
kan yang ditempuh maka akan memiliki
pengalaman intelektual yang tinggi dimana
pengalaman intelektual akan mempermu-
dah pelaksanaan pekerjaan. Semakin tinggi
tingkat pendidikan yang dimiliki staf akan
berdampak pada pelaksanaan pekerjaan
yang lebih baik.

Lama Masa kerja
Nitisemito dalam Eriva et al (2013)
mendefinisikan masa kerja sebagai laman-
ya seseorang memberikan tenaganya pada
perusahaan tertentu. Pengalaman Kkerja
dibutuhkan untuk memberikan ilmu tam-
bahan yang berguna untuk mempermudah
pelaksanaan pekerjaan. Karyawan yang ber-
pengalaman akan lebih mudah dalam me-
nyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Setyaningsih  (2013) menyebutkan
bahwa di pemerintah Kota Surakarta,
sebanyak 75% aparatur pemerintah tidak
memiliki suatu pemahaman yang memadai
mengenai SAP tahun 2010 dan kemampuan
menganalisis laporan keuangan yang san-
gat rendah sebesar 33%. Penelitian dengan
hasil berbeda ditunjukan oleh Halen dan
Astuti (2013) yang menyebutkan bahwa
tingkat pemahaman para staf keuangan di

pemerintahan Jember terhadap akrual ba-
sis berada pada kriteria yang baik. Perbe-
daan hasil penelitian ini karena dianggap
setiap daerah memiliki kriteria pengelolaan
keuangan daerah yang berbeda-beda.

Penerapan basis akrual dalam
akuntansi pemerintahan di Indonesia juga
diikuti dengan pemberlakuan sistem

akuntansi berbasis akrual. Opini WTP dari
BPK pada tahun 2014 hanya diberikan
kepada kurang dari 30% laporan keuangan
pemerintah daerah. Hidayanti (2011)
mengatakan bahwa sedikitnya opini WTP
kepada pemerintah daerah disebabkan
kualitas sumber daya manusia yang masih
rendah dalam menangani fungsi akuntansi
pada SKPD dan LKPD. Penelitian berbeda
ditunjukan oleh Widyaningsih et al. (2011)
yang menjelaskan bahwa kualitas informasi
laporan keuangan di Jawa Barat dalam kon-
disi yang baik, selain itu Sari dan Aprilia
(2013) juga menjelaskan dalam penelitiann-
ya bahwa sistem akuntansi di biro pengel-
olaan keuangan Provinsi Bengkulu juga pa-
da kondisi yang baik. Hal tersebut meng-
gambarkan adanya perbedaan kondisi sis-
tem akuntansi daerah di Indonesia.

Laporan keuangan yang berkualitas
dihasilkan dari sumber daya manusia yang
memiliki pemahaman yang bagus dalam
bidang akuntansi dan sistem akuntansi
yang baik. Alshbiel dan Al-Awagqleh (2011)
mengatakan bahwa terdapat hubungan
yang positif antara sumber daya manusia
dengan implementasi sistem akuntansi
yang ada dalam rumah sakit di Yordania.
Selain itu, Zhou (2010) mengatakan bahwa
kualitas akuntansi masing - masing staf
penting dalam menjalankan  sistem
akuntansi. Xu (2013) menjelaskan bahwa
diperlukan sumber daya manusia yang
berkualitas, berpengalaman, terampil, dan
berpengetahuan mengenai teknis yang ada
di bagiannya untuk mendapatkan sistem
informasi akuntansi yang baik.

Chairunisah (2008) juga menjelaskan
bahwa kualitas SDM berpengaruh signif-
ikan terhadap relevansi informasi sebagai
indikator kualitas informasi keuangan.
Yuliani et al. (2010) menjelaskan bahwa
pemahaman akuntansi dan pemanfaatan
sistem akuntansi secara simultan ber-
pengaruh pada laporan keuangan di Provin-
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si Aceh. Afiah (2009) dalam penelitiannya
menemukan bahwa kompetensi staf keu-
angan daerah di Provinsi Jawa Barat mem-
iliki dampak yang signifikan terhadap pen-
erapan sistem informasi akuntansi. Dengan
kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa
kompetensi staf keuangan daerah ber-
pengaruh dalam keberhasilan dan kelanca-
ran sistem informasi akuntansi.

Penelitian berbeda dari Al-Hiyari et al.
(2013) mengatakan bahwa tidak ada hub-
ungan yang signifikan antara SDM dengan
sistem informasi akuntansi. Pelatihan
akuntansi yang ditujukan untuk mening-
katkan pemahaman akuntansi dan pening-
katan SKPD juga dianggap tidak ber-
pengaruh signifikan oleh Latifah dan Sabe-
ni (2007).

Penerapan sistem akuntansi
pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh
kapabilitas sumber daya manusia yang
mengoperasikan sistem tersebut. Kapabili-
tas sumber daya manusia dapat dilihat dari
tingkat pendidikan yang dimiliki. Komara
(2006) dalam penelitiannya menemukan
adanya pengaruh positif kapabilitas sum-
ber daya manusia terhadap penggunaan
sistem. Muzahid (2014) dalam penelitiann-
ya juga menunjukan bahwa tingkat pen-
didikan staf keuangan berpengaruh ter-
hadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Aceh Utara yang meru-
pakan hasil dari pelaksanaan SAPD. Cahy-
adi (2009) dalam penelitiannya juga menya-
takan terdapat pengaruh positif tingkat
pendidikan dengan pemahaman laporan
keuangan yang merupakan bagian dari pen-
erapan SAPD.

Hal berbeda diungkapkan Kusuma
(2013) dalam penelitiannya menemukan
bahwa tingkat pendidikan staf tidak ber-
pengaruh terhadap penerapan akuntansi
akrual pada pada pemerintahan di wilayah
kerja KPPN Semarang 1. Eriva et al. (2013)
dalam penelitiannya juga menyatakan bah-
wa tidak ada pengaruh yang signifikan dari
tingkat pendidikan staf terhadap pema-
haman laporan keuangan yang merupakan
bagian dari proses penerapan SAPD.

Pengalaman kerja yang didapatkan
dari masa kerja yang sudah lama akan
memberikan ilmu terhadap para staf dalam
melakukan pekerjaan. Ilmu dari pengala-

man kerja tentu saja akan mendukung pen-
erapan SAPD. Muzahid (2014) membuk-
tikan dalam penelitiannya bahwa lama ma-
sa kerja berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan yang merupakan hasil
dari penerapan SAPD. Charolina dan Abdul-
Iah (2013) juga mengemukakan bahwa la-
ma masa Kkerja berpengaruh terhadap kuali-
tas laporan keuangan yang merupakan
hasil dari penerapan SAPD. Cahyadi (2009)
dalam penelitian juga menyatakan adanya
pengaruh masa lama kerja terhadap pema-
haman laporan keuangan.

Penelitian lain dari Eriva et al
(2013) mengemukakan bahwa lama masa
kerja tidak berpengaruh terhadap pema-
haman laporan keuangan yang merupakan
bagian dari penerapan SAPD. Maulia (2014)
juga menjelaskan tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dari lama masa kerja ter-
hadap kualitas laporan keuangan yang
merupakan hasil dari penerapan SAPD.

Pemberlakuan otonomi daerah di
Indonesia membuat pemerintah daerah ha-
rus dapat memaksimalkan potensi yang
dimiliki. Kerja sama dengan pihak swasta
dan kinerja badan usaha daerah juga akan
mempengaruhi  perkembangan daerah.
Kondisi seperti itu membuat laporan keu-
angan menjadi salah satu hal yang sangat
penting karena berpengaruh terhadap in-
vestasi pihak swasta dan penilaian kinerja
pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan
akan diperiksa oleh BPK selaku auditor
pemerintah. BPK akan memberikan opini
terkait laporan keuangan pemerintah yang
bisa menjadi dasar tingkat kinerja, trans-
paransi, dan akuntabilitas pemerintah. Un-
tuk mewujudkan akuntabilitas dan trans-
paransi dalam bidang keuangan pemerinta-
han, dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Pemerintah diatur untuk menggunakan ba-
sis akrual dalam penyusunan laporan
keuagan.

Penyusunan laporan keuangan
berhubungan dengan sumber daya manusia
dan sistem akuntansi. Sumber daya manu-
sia dan sistem akuntansi tidak dapat
dipisahkan karena sumber daya manusia
akan  berperan untuk  menjalankan
operasional sistem akuntansi. Penggunaan
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basis akrual dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah menuntut
adanya sumber daya manusia yang berk-
ompeten dengan tingkat pendidikan yang
sesuai dengan posisi yang dibutuhkan un-
tuk menjalankan SAPD sehingga
menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Permasalahan penerapan basis akru-
al di pemerintah daerah adalah kurangnya
sumber daya manusia yang berkualitas da-
lam bidang akuntansi. Sumber daya manu-
sia yang dimiliki rata - rata berusia lanjut
dan tidak memiliki latar belakang pendidi-
kan akuntansi menjadi pertanyaan
bagaimana tingkat pemahaman akuntansi
para staf pemerintah daerah di bidang
akuntansi terlebih dengan penerapan basis
akrual. Kualitas sumber daya manusia
yang kurang pada bidang akuntansi mem-
buat pemerintah hanya mengandalkan pen-
galaman para pegawai yang telah lama

bekerja untuk menerapkan SAPD di
pemerintahan daerah.
Pemahaman Tingkat pen- Lama masa
akuntansi didikan tera- kerja staf
staf keu- khir staf keuangan
angan keuangan pemerintah
pemerintah pemerintah daerah.
daerah. daerah.

! l '

Penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah daerah (SAPD)

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif eksplanatori. Menurut Sekaran
(2006), penelitian eksplanatori bermaksud
untuk memahami dengan lebih baik sifat
masalah. Berdasarkan tujuannya, penelitian
ini termasuk dalam basic research. Sekaran
dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa
basic research adalah penelitian yang ber-
tujuan menghasilkan pengetahuan atas
suatu fenomena dan bagaimana suatu per-
masalahan di dalam organisasi dapat
diselesaikan.

Penelitian ini akan menggunakan
pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan
diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh

pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan,
dan lama masa kerja staf pengelola keu-
angan daerah terhadap penerapan SAPD.
Hipotesis  Penelitian akan dianalisis
menggunakan software statistic SPSS 20.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah staf
pengelola keuangan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) di pemerintah
Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan
Provinsi Jawa Timur. Pemilihan sampel da-
lam penelitian ini menggunakan metode
nonprobability sampling dengan pendeka-
tan judgment sampling.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data
subyek. Menurut Indriantoro dan Supomo
(2002) data subyek merupakan data
penelitian yang berupa opini, sikap, pen-
galaman atau karakteristik dari seseorang
atau sekelompok yang menjadi obyek di
dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini ada-
lah data primer yang didapatkan langsung
dari sumber penelitian dengan media
kuesioner. Kuesioner diisi oleh para re-
sponden vyaitu staf pengelola keuangan
SKPD pemerintah Kabupaten Ngawi dan
Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Skala yang digunakan dalam kuesion-
er menggunakan semantic differential scale.
Menurut Hair et al. (2010) semantic differ-
ential scale digunakan untuk menilai per-
sepsi atau sikap dari responden akan suatu
hal. Skala yang digunakan untuk mengukur
tingkat pendidikan adalah skala rasio.
Ghozali (2011) menjelaskan bahwa skala
rasio adalah skala interval yang memiliki
dasar yang tidak dapat dirubah, sedangkan
skala yang digunakan untuk mengukur la-
ma masa kerja adalah skala interval. Ghoz-
ali (2011) menjelaskan skala interval adalah
urutan kategori yang menggambarkan ting-
kat preferensi yang sama.

Dilihat dari dimensi waktu, data da-
lam penelitian ini adalah cross-section data.
Cross-section data menutur Gujarati (2004)
adalah data dari satu variabel atau lebih
yang dikumpulkan pada waktu yang sama.
Penelitian ini mengambil data pada tahun
2014 dan 2015.
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Definisi Operasional dan dan Pengukuran
Variabel

Pemahaman Akuntansi

Yuliani et al. (2010) mengatakan bahwa
seseorang dapat dikatakan paham dalam
bidang akuntansi apabila pandai dan telah
mengerti proses berjalan sampai dengan
menghasilkan laporan Kkeuangan yang
sesuai dengan standar akuntansi yang ber-
laku. Pemahaman akuntansi diuji
menggunakan tiga proxy yaitu pemahaman
umum SAP, Pemahaman struktur SAP, dan
pemahaman sistem akuntansi. Pemahaman
umum SAP dan pemahaman struktur SAP
menggunakan Kkuesioner dari penelitian
Setyaningsih (2013) dengan masing-masing
3 pertanyaan dan 10 pertanyaan. Pema-
haman sistem akuntansi diuji dengan 6
pertanyaan yang diambil dari penelitian
Usman dan Pakaya (2014).

Pendidikan Terakhir
Dewey (1964) menjelaskan bahwa pendidi-
kan merupakan suatu proses dari pengala-
man. Maulia (2014) menyatakan bahwa se-
makin tinggi pendidikan yang ditempuh
maka akan memiliki pengalaman intel-
ektual yang tinggi dimana pengalaman in-
telektual akan mempermudah pelaksanaan
pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidi-
kan yang dimiliki staf akan berdampak pa-
da pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik.
Tingkat pendidikan yang dimaksud
dalam penelitian ini yaitu rata - rata ting-
kat pendidikan staf keuangan di Kabupaten
Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Untuk men-
gukur rata - rata tingkat pendidikan
mengacu pada penelitian Kusuma (2013)
dengan menggunakan rasio. Rumus rasio
yang digunakan adalah sebagai berikut:

(1xS2)+(0.6 XS1) + (0,3 XDP) + (0,1

Tingkat x SMA)
Pendidikan
= S2 + S1 + DP + SMA
Keterangan:

S2 Jumlah staf dengan tingkat pendidikan
pascasarjana (S2)

S1 Jumlah staf dengan tingkat pendidikan
sarjana (S1)

DP Jumlah staf dengan tingkat pendidikan
Diploma

SMA Jumlah staf dengan tingkat pendidikan
SMA

Metode rasio digunakan untuk
mendapatkan skor dari tingkat pendidikan
staf di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten
Pacitan.

Lama Masa kerja

Nitisemito (1996) mendefinisikan masa ker-
ja sebagai lamanya seseorang memberikan
tenaganya pada perusahaan tertentu. Pen-
galaman kerja dibutuhkan untuk mem-
berikan ilmu tambahan yang berguna un-
tuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan.
Karyawan yang berpengalaman akan lebih
mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya
dengan baik.

Pengukuran Pendidikan terakhir da-
lam penelitian ini menggunakan skala in-
terval yang dikembangkan. Tabel skala
penilaian lama masa kerja dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1.

Skala Penilaian Lama Masa Kerja

Rentang Lama Ma-

sa Kerja Nilai
>0 - 10 Tahun 1
11 - 20 Tahun 2
21 - 30 Tahun 3
31 - 40 Tahun 4

Penerapan SAPD

Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi
dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Ti-
mur. Penerapan SAPD diuji dengan
menggunakan kuesioner dari penelitian
Roviyantie (2012) yang menggunakan 3
proxy, yaitu Kkesesuaian sistem akuntansi
keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yang diuji dengan satu
peretanyaan, prosedur pencatatan akuntan-
si  berdasarkan standar pencatatan
akuntansi yang berterima umum yang diuji
dengan lima pertanyaan, dan pembuatan
dan pelaporan laporan keuangan dilakukan
secara periodik yang diuji dengan empat
pertanyaan.
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Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas
dan validitas untuk mengetahui kelayakan
kuesioner. Data yang digunakan dalam
penelitian juga dilakukan pengujian asumsi
klasik. Dalam penelitian ini pengujian
hipotesis satu sampai dengan hipotesis tiga
menggunakan teknik analisis regresi linier
berganda dengan persamaan sebagai beri-
kut:

PSAPD = a+PA + PTRKHR + LB = ¢

Keterangan

PSAPD Penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

PA : Pemahaman Akuntansi

PTRKHR : Pendidikan Terakhir

LB : Lama Bekerja

e : Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden dan Pen-
gujian Asumsi Klasik

Objek penelitian dalam penelitian ini ada-
lah SKPD di wilayah Kabupaten Pacitan dan
Ngawi. Responden penelitian berasal dari
berbagai instansi pemerintahan yang ada di
kabupaten Pacitan dan Ngawi. Kabupaten
Ngawi memiliki 54 SKPD dan Kabupaten
Pacitan memiliki 53 SKPD. Berdasar
kuesioner yang disebar, 61,81% kuesinoer
kembali atau sebanyak 139 kuesioner. Na-
mun dari jumlah kuesioner yang kembali
sebanyak 139 kuesioner hanya 127
kuesioner yang terisi lengkap dan dapat

Tabel 2.
Demografi Responden
Keterangan Jumlah Presen-
(Orang) tase

Jenis Kelamin

Laki - laki 65 51,2%
Perempuan 62 48,8%
Usia

20 - 30 tahun 6 4,7%
31 - 40 tahun 43 33,9%
41 - 50 tahun 42 33,1%
> 50 tahun 36 28,3%

dianalisis. Profil responden dapat dilihat
pada Tabel 2,

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas instrument kuesioner
dalam penelitian ini menunjukan bahwa
seluruh instrument kuesioner valid karena
memiliki nilai diatas r tabel yang sebesar

Tabel 3.
Uji Validitas
Cronbach's Alpha
PSAPD1 909
PSAPD?2 .899
PSAPD3 .900
PSAPD4 .899
PSAPD5 903
PSAPDG6 .904
PSAPD7 .896
PSAPDS8 .898
PSAPD9 .895
PSAPD10 .899
PAKT1 .969
PAKT? .969
PAKT3 .969
PAKT4 968
PAKTS 967
PAKT6 .968
PAKT7 .969
PAKTS8 .968
PAKT9 .969
PAKT10 968
PAKT11 968
PAKT12 968
PAKT13 .968
PAKT14 .968
PAKTI15 969
PAKT16 968
PAKT17 969
PAKT18 968
PAKT19 968

0,1466. Tabel perhitungan uji validitas
tersaji pada Tabel 3.

Pengujian reliabilitas menggunakan
teknik Cronbach alpha dalam penelitian ini
menunjukan nilai koefisien sebesar 0,912
untuk variabel penerapan SAPD dan 0,970
untuk variabel pemahaman akuntansi.

Tabel 4.
Reliabilitas Penerapan SAPD

Cronbach

Variabel Alpha N
Penerapan SAPD 912 10
Pemahaman akuntansi .970 19
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Dengan hasil pengujian tersebut maka in-
strumen yang digunakan dalam penelitian
ini reliabel, karena memiliki nilai lebih be-
sar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas pada Tabel
4. Selain itu data dalam penelitian ini telah
memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri
dari uji normalitas data, uji multikolinier-
itas dan uji heteroskedastisitas. Oleh kare-
na itu pengujian hipotesis dengan
menggunakan analisis regresi berganda
dapat dilakukan.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji koefisien determinasi menunjuk-
kan angka adjusted R Square sebesar 0,231,
artinya pemahaman akuntansi, tingkat pen-
didikan, dan lama masa kerja
mempengaruhi penerapan SAPD 23,1% se-
dangkan 76,9% dipengaruhi variabel lain
yang tidak masuk dalam model regresi.
Hasil uji koefisien determinasi dapa dilihat
pada Tabel 5.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hi-
tung sebesar 13,591 dengan signifikansi
0,000. Nilai signifikansi dari hasil uji F
<0,05 dan nilai F hitung >4 yang mengindi-
kasikan model regresi penelitian layak
digunakan dalam untuk memprediksi varia-
bel dependen. Pemahaman akuntansi, pen-
didikan terakhir, dan lama masa kerja se-
bagai variabel independen berpengaruh

Tabel 5.
Uji F

Sglfn Mean
Model S df Squar F Sig.

quar e

es
1 Re- 10.51 3 3.503 13.59 .000°

gressio 1
n
Resid- 31.69 123 .258
ual

Total 4221 126

secara bersama - sama terhadap penerapan
SAPD sebagai variabel dependen. Hasil uji F
dapat dilihat pada Tabel 5.

Persamaan regresi yang diperoleh
dari hasil uji regresi berganda adalah
PSAPD = 3,103 + 0,309 PAKT - 0,525
PTRKHR - 0,050 LB + e. Berdasarkan hasil
olah data, pendidikan terakhir dan lama
bekerja memiliki nilai signifikansi >0,05.
Oleh karena itu kedua variabel tersebut
tidak berpengaruh signifikan terhadap pen-

erapan SAPD. Sedangkan variabel pema-
haman akuntansi memiliki nilai signifikansi

Tabel 6.
Uji T
Std.
Unstd Coef. Coef.
Model Std. t Sig.

B Er- Beta
ror

1 (Constant)

330 302 1028 000
PAKTT 309 .053 467 5.87  .000
Pendidikan
Terakhir -525 434 -096 -1.21 .229
Lama -050 .045 -087 -1.11 .267
Bekerja
<0,05 sehingga variabel tersebut ber-

pengaruh signifikan terhadap penerapan
SAPD. Hasil uji t tersaji didalam Tabel 6.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi ter-
hadap penerapan SAPD

Pengujian  hipotesis pertama dalam
penelitian ini menunjukan bahwa pema-
haman akuntansi berpengaruh signifikan
terhadap penerapan SAPD. Hal tersebut
dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel
pemahaman akuntansi sebesar 0,000 yang
lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis per-
tama dalam penelitian ini diterima.
Temuan dalam penelitian ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya yang dil-
akukan oleh Afiah (2009) yang menyebut-
kan bahwa kompetensi staf keuangan dae-
rah berpengaruh signifikan terhadap sis-
tem akuntansi. Hasil penelitian ini juga
membuktikan teori dari Xu (2013) yang
menjelaskan bahwa diperlukan SDM yang
berkualitas untuk mendapatkan sistem in-
formasi akuntansi yang baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data
menjelaskan bahwa penerapan SAPD lebih
dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi
para staf keuangan daerah daripada varia-
bel independen lain yang digunakan dalam
penelitian. Pemahaman akuntansi yang
baik akan menjadi dasar yang kuat bagi
para staf keuangan daerah untuk menerap-
kan SAPD dengan baik terlebih pada 2015
terdapat pergantian basis akuntansi dalam
instansi pemerintah dari basis kas menjadi
basis akrual yang akan mempengaruhi
SAPD.
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Pengaruh tingkat pendidikan terakhir ter-
hadap penerapan SAPD

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian
ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan
terakhir tidak berpengaruh signifikan ter-
hadap penerapan SAPD. Hal tersebut di-
tunjukan dari nilai signifikansi variabel
tingkat pendidikan terakhir sebesar 0.229
yang lebih besar dari 0,05 sehingga
hipotesis kedua dalam penelitian ini di-
tolak. Temuan dalam penelitian ini sejalan
dengan penelitian dari Kusuma (2013) yang
menemukan bahwa tingkat pendidikan ter-
akhir staf keuangan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap penerapan basis
akrual yang merupakan dasar dari SAPD.
Eriva et al. (2013) dalam penelitiannya juga
menyatakan bahwa tidak terdapat hub-
ungan yang signifikan antara tingkat pen-
didikan terakhir dengan kualitas laporan
keuangan yang merupakan output dari
SAPD.

Kondisi di lapangan memperlihatkan
bahwa tidak semua staf keuangan yang
memiliki pendidikan tinggi paham dalam
penerapan SAPD. Staf keuangan yang mem-
iliki jenjang pendidikan tinggi biasanya
menempati posisi yang tinggi dimana
tanggungjawabnya berada pada kebijakan
dan bukan dalam pelaksanaan. Ilmu yang
didapatkan dari pendidikan tinggi staf keu-
angan seringkali tidak diterapkan dalam
pekerjaan yang dijalani. Sally dan Derajat
(2004) menyatakan bahwa pendidikan ting-
gi yang diikuti oleh para birokrat lebih ber-
tujuan untuk mendapatkan jabatan pada
tingkat tertentu bukan untuk pengem-
bangan pengetahuan dan ketrampilan pada
pekerjaan yang dijalani.

Pengaruh Lama Masa Kerja terhadap Pen-
erapan SAPD

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian
ini menyatakan bahwa lama masa kerja tid-
ak berpengaruh signifikan terhadap pen-
erapan SAPD. Hal tersebut ditunjukan dari
nilai signifikansi variabel lama masa kerja
senilai 0,267 yang lebih besar dari 0,05 se-
hingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini
ditolak. Temuan dalam penelitian ini se-
jalan dengan penelitian Eriva et al. (2013)
yang menunjukan bahwa lama masa kerja

tidak berpengaruh signifikan terhadap
pemahaman laporan keuangan yang meru-
pakan dasar dari penerapan SAPD. Maulia
(2014) juga menyatakan bahwa tidak ter-
dapat pengaruh yang signifikan dari lama
masa kerja terhadap kualitas laporan keu-
angan yang merupakan hasil dari penera-
pan SAPD.

Peneliti menduga tidak adanya
pengaruh yang signifikan antara lama masa
kerja dengan penerapan SAPD dikarenakan
SAPD vyang digunakan merupakan SAPD
yang baru dengan menggunakan basis
akrual. Staf keuangan di instansi
pemerintah lebih terbiasa dengan
menggunakan kas basis yang telah lama
digunakan sebelumnya. Sehingga pengala-
man staf keuangan dalam menjalankan
SAPD yang lama tidak banyak membantu
penerapan SAPD dengan basis akrual apala-
gi basis akrual belum lama diterapkan di
instansi pemerintah.

SIMPULAN
Penelitian ini menguji secara empiris
pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat
pendidikan, dan lama masa kerja terhadap
penerapan SAPD di Kabupaten Ngawi dan
Kabupaten Pacitan dengan kesimpulan bah-
wa pemahaman akuntansi staf keuangan
pemerintah daerah berpengaruh secara sig-
nifikan terhadap penerapan SAPD di Kabu-
paten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Hal
tersebut dikarenakan pemahaman akuntan-
si merupakan kemampuan dasar vyang
dibutuhkan untuk menerapakan SAPD.
Tingkat pendidikan akhir dan lama
masa kerja staf keuangan pemerintah dae-
rah tidak berpengaruh terhadap penerapan
SAPD di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten
Pacitan. Hal tersebut dikarenakan SAPD
yang diterapkan merupakan SAPD baru
yang menggunakan basis akrual.

KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu
Analisis faktor - faktor yang
mempengaruhi penerapan SAPD hanya
menggunakan pemahaman akuntansi, ting-
kat pendidikan, dan lama masa kerja se-
bagai variabel independen.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Ngawi dan Kabupaten Pacitan dengan sam-
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pel penelitian staf keuangan pemerintah
daerah dan belum melibatkan unsur - un-
sur yang terkait dengan penerapan SAPD
lainnya seperti kepala bagian keuangan
pemerintahan daerah dan anggota dewan.

Berdasakan  keterbatasan  dalam
penelitian ini, maka saran untuk penelitian
selanjutnya adalah Penelitian selanjutnya
dapat menambahkan faktor - faktor lain
yang mempengaruhi penerapan SAPD se-
bagai variabel penelitian sehingga hasil
penelitian menjadi lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya diharapkan
tidak hanya menggunakan staf keuangan
daerah sebagai responden tetapi melibat-
kan lebih banyak responden yang berkaitan
dengan penerapan SAPD seperti kepala ba-
gian keuangan pemerintah daerah dan ang-
gota dewan.
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